GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR <3z TAHUN 2018

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan
akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur adalah dengan menetapkan indikator
kinerja utama sebagai dasar pengukuran terhadap
keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran
strategis yang telah ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3)
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Instansi Pemerintah, Gubernur wajib
menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah
Daerah Provinsi,

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Indikator
Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2018-2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat [ Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1649);
| 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
’é‘gr;lgb)'ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Instansi Pemerintah; 4,
/



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG INDIKATOR KINERJA

UTAMA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018-2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

4.

10.

Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur .

Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran
keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut IKU
Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan
sasaran strategis Pemerintah Daerah.

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut IKU PD
adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis
Perangkat Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023s.

Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran
ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi
organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan
kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi
pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu
yang lebih pendek dari tujuan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai alat ukur kinerja

Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah:

a.

b.

untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam
menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan

untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan
sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan

peningkatan akuntabilitas kinerja.
Pasal 4

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Indikator Kinerj tama
Pemerintah Daerah Tahun 2018-2023. ¢ =3 S
>



(2) Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2018-2023 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran |
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

I[KU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib digunakan sebagai dasar
untuk :

menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;

menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;

menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan

melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

ao o

Pasal 6

(1) Setiap PD wajib menyusun IKU PD.

(2) IKU PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada
IKU Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis PD Tahun 2018-2023.

(3) IKU PD paling kurang memuat indikator keluaran (output) sesuai dengan
urusan, fungsi dan tugas.

(4) IKU PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga mempertimbangkan

beberapa hal yaitu:
a. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas
kinerja;

b. kebutuhan data statistik pemerintah daerah; dan
c. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

(5) Format IKU PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubernur ini.

(6) IKU PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Kepala PD.

(7) Format Keputusan Kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan sebagai
acuan dalam penyusunan RPJMD.

Pasal 8

(1) Pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh
Sekretaris Daerah melalui PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pengembangan kinerja PD.

(2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh PD
yang melaksanakan fungsi pengawasan. /If//



Pasal 9

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 1§ tecember 2018%

U GUBERNUR NUSWARA TIMU

A VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal |9 tecenvper. 2018

SEKRETARIS DAERAH
/AL PROVINSI NU TENGGARA TIMUR, &
-~ -

BE US POLO MAING
BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR §3



i )
LAYIPIRAN [ : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR

TAHUN 2018

TANGGAL IB‘ b\TAH'UN 2018

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018-2023

TUJUAN

INDIKATOR TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA
UTAMA

SUMBER DATA | PD PENANGGUNG JAWAB

Mewujudkan masyarakat
Nusa Tenggara Timur yang D""“ Pestumbubian Kool Laju Pertumbuhan PDRB ADHK
sejahtera —
Perangkat Daerah dengan PDRB
urusan : kelautan dan (t+1) - PDRB(t) /
Tumbuhnya Ekonomi : ;nn 5 }f:;x.:x wt;:'i: ::;)RB
daerah secara stabil dan |Pertumbuhan PDRB BPS/ BI oo B
berkelanjutan Energi dan Sumberdaya x 100%
. Mineral, Perdagangan; Dimana:
Perindustrian; Komunikasi |t+1 = tahun pengamatan PDRB
dan Informatika t = tahun pengamatan PDRB sebelumnya
[(1+AInf;)(1+AIng)(1+AInf) /-1
Dimana :
Alnf = perubahan inflasi dari nilai tahun
sebelumnya
t = adalah periode pengamatan perubahan
nilai inflasi
Laju inflasi BPS/ BI Sed_angkan Ainf dihitung dengan rumus sebagai
berikut : .
Inf - Inf,
- (a+1) (a)
Alnf —4————17. — x100%
Dimana :
Inf, = nilai inflasi pada tahun n
Inf,+y; = nilai pada 1 tahun berikutnya
n = tahun......
Perangkat Daerah dengan
Urusan : Sosial;
Berkurangnya i > 3 PDRB /
A PDRB per kapita BPS Ketentraman, Ketertiban
kemiskinan Umum dan perlindungan Penduduk Pertengahan tahun
masyarakat;
% penduduk diatas A
garis kemiskinan BPS (100 - angka kemiskinan)
Perangkat Daerah dengan
urusan : Tenaga Kerja,
Pemberdayaan masyarakat
Terciptanya lapangan ERT dan desa; Pe: Angk kerja 15 tahun ke atas/
kerja dan Berkurangnya ::gk‘:mpmk":‘.‘;“’ BPS Modal; Perdagangan; Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas
angka pengangguran g Perindustrian; Koperasi, x100%
usaha kecil dan menengah;
Kepemudaan dan Olahraga;
Transmigrasi.
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INDIKATOR TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA
UTAMA

SUMBER DATA

PD PENANGGUNG JAWAB KETERANGAN

3

i 4 8

Tingkat pengangguran
terbuka

BPS

Jumlah penganggur terbuka usia
angkatan kerja/

Jumlah penduduk angkatan kerja
x100%

Meningkatnya
produktivitas Angkatan
Kerja Daerah

Produktivitas total
daerah

BPS

Perangkat Daerah dengan
Urusan : Tenaga Kerja;
Kepemudaan dan Olahraga;
Perdagangan; Perindustrian.

Nilai Tambah Sektor ke-I /
Jumlah Angkatan Kerja

Mewujudkan Nusa Tenggara
Timur yang mandiri

Kemandirian fiskal daerah

PAD dalam APBD

Membesarnya Kontribusi

% PAD terhadap total
pendapatan daerah

PPKAD/
Pariwisata/
Penanaman

Modal

Perangkat Daerah dengan
urusan : Administrasi
Kependudukan dan Catatan
sipil; Penanaman Modal;
Kelautan dan Perikanan;
Pariwisata; Pertanian;
Kehutanan; Energi dan
Sumberdaya Mineral;
Perdagangan; Perindustrian;
Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah.

PAD / Total Pendapatan Daerah x
100%

dalam perdagangan
regional

Menguatnya peranan NTT

Rasio Ekspor + Impor
terhadap PDB
(indikator keterbukaan
ekonomi)

BPS/ BI

Perangkat Daerah dengan
urusan : Penanaman Modal;
Kelautan dan Perikanan;
Pariwisata; Pertanian;
Kehutanan; Energi dan
Sumberdaya Mineral;
Perdagangan; Perindustrian;
Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah;

Jumlah ekspor dan impor barang
dan jasa /
PDB

Menurunnya

masyarakat yang ada di
daerah

ketergantungan ekonomi

Rasio ketergantungan

BPS/ BI

Perangkat Daerah dengan
Urusan : Sosial;
Pemberdayaan masyarakat
dan desa; Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
berencana

Penduduk usia<15 th+usia>64 /
Penduduk usia 15-64 x100

Terwujudnya Ketahanan
dan Kedaulatan Pangan

Pencapaian skor Pola
Pangan Harapan (PPH)

BPS/ Badan
Ketahanan
Pangan

Perangkat Daerah dengan
Urusan : Pangan; Pertanian;
Kelautan dan Perikanan;
Kehutanan; Kesehatan;
Pendidikan; Sosial;
Ketentraman Ketertiban
Umum, dan Perlindungan
Masyarakat.

PPH = % Angka Kecukupan Gizi
(AKG) x bobot masing-masing
kelompok pangan

\R




TUJUAN

INDIKATOR TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA
UTAMA

SUMBER DATA

PD PENANGGUNG JAWAB

Badan Ketahanan Pangan
Daerah, Dinas Pertanian,
Dinas Kehutanan dan

Lingkungan Hidup, Dinas

Menjumlahkan 3 indikator:
1. Pertanian:ketersediaan pangan
= ketersediaan : kebutuhan beras

2. Kesehatan:preferensi energi
= (n gizi < -2 SD)
(n balita yang dikumpulkan PSG) x100%

a>05 - KEOD pANRAQ UngRL

Penanganan daerah B S/dbedan. Kelautan dan Perikanan, 3. Sosial Budaya:kemiskinan karena
Ketahanan A :
rawan pangan an. BPBD badan pemberdayaan prasejahtera dan sejahtera
&R, masyarakat dan * Keluarga pra-sejahtera (PS): jika tidak
Pemerintahan Desa, Badan [memenuhi salah satu
Penanggulangan Bencana syarat sebagai keluarga sejahtera.
Daerah *» Keluarga sejahtera-satu (KS1) : jika dapat
memenuhi
kebutuhan dasarnya secara minimal.
Optimalnya peranan Dinas Pertanian, Dinas
sektor-sektor Pertanian y Perdagangan, Dinas ; iy 2
dan Perikanan dalam Nilai Tukar Petani B;;S / D}n:als Peternakan, Dinas Kelautan 1[2::::: y :ng gi:;‘za pet;'tun(l(ll)? ){ 100
mendorong kemandirian dan Perikanan, Dinas KS yang yar pe
ekonomi daerah Perindustrian
Dinas Kelautan dan
BPS/ Dinas |Perikanan, Dinas o
Nilai Tukar Nelayan Kelautan dan |Perdagangan, Dinas ::;:;: _V:!r:g :;;n::nr:f 3::(1(:)) / 100
Perikanan Perindustrian, Dinas yang ¥ ol A
Peternakan
G=1-320,+0.)
-
dirana:
Mewujudkan Nusa Tenggara P:p jgga atau peaduduk pada kelas ke
Timur yang berkeadilan Indeks Gini BPS/BI Q: p kumulatif total pendapatan atau peng sarpai
sosial kelas ket
Nilai gani ratio berkisar amtara O dao 1, jika:
G<03 - ketimpangan rendah
035G<05 = ketimpangan sedang
G>05 - ketim tinggi
Perangkat Daerah dengan G-l_gnm 2
Berkurangnya urusan: Rolpnimman, :-—‘ Ay pada Lelas ke.
: _ Ketertiban Umum, dan 3 ot ik ) ot
ie;mparl:gan zantzagl<Zi A Indeks Gini BPS/BI perlindungan masyarakat; mw“ ::. o~
elompok MASYRK Sosial; Pendidikan; e n:' s hn\-o-‘:va— m
Kesehatan; 0250505 =




INDIKATOR KINERJA

MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN STRATEGIS UTAMA SUMBER DATA | PD PENANGGUNG JAWAB KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8
We ylﬁ?{i’,ni!'
Dimana
Uatuk kabupatea/kats:
Perangkat Daerah dengan ¥1= PDRB perkapita di keeamatan [
. urusan : Ketentraman, Y = PDRB peckapita rata-rata kab/kota
Berkurangnya Indeks  ketimpangan Kikertiban Umum, dan Ple jumlsh penduduk di kecamatan §
ketimpangan antar Williamson (Indeks BPS/BI g ae nduduk di
i perlindungan masyarakat; Junsiehy pendindile of loab/ haia
wilayah Ketimpangan Regional) Sosial; Pendidikan; Untui provinsi
Reashatan: ’ Y1 = PDRB peckapita df kab/kota i
it ? Y = PDRB perkapita rata-rata provinal
fi = jumlah penduduk di kab/kota |
n = jumlah penduduk di provins!
Perangkat Daerah dengan
Urusan : Pemberdayaan
Hadicoys kee & Pf;sb{:r?i:d:nan Perel?g:::l’%t}:gmldung’an Jumlah Perempuan dalam DPRD
perempuan dalam kaitan |% Perempuan dalam Peremp: uaxZ dini Ketertiban umum, dan Provinsi / JumI;ah seliri)
dengan partisipasinya Lembaga Perwakilan Perlindu perlindungan anak; anggota DPRD x 100%
dalam pembangunan 1 & Pendidikan; Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
berencana; Komunikasi dan
Informatika; Kebudayaan;
Perangkat Daerah dengan
Urusan : Pemberdayaan
BPS/ Badan Pemﬁmf‘;’:;: tl:nai‘;m Jumlah Perempuan dalam jabatan
Pemberdayaan : ’ ' |struktural pada Provinsi NTT /
o,
% Perempuan dalam Ketertiban umum, dan A
jabatan publik Perempuan dan perlindungan anak; Jumlah Seluruh Pejabat
Perlindungan Pendidikan; Pengendalian fotruoo/ktural Pada Provinsi NTT x
- Penduduk dan Keluarga °

berencana; Komunikasi dan
Informatika; Kebudayaan;

\R



INDIKATOR KINERJA

MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN STRATEGIS UTAMA SUMBER DATA | PD PENANGGUNG JAWAB KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 4 8
Perangkat Daerah dengan
Urusan : Pemberdayaan
BPS/ Badan Perempuan dan Perlindungan
Meni tnya % Kasiis kelieraasti Pemberdayaan anak; Sosial; Ketentraman, |Kasus }:ekerasan terhadap anak
& Ketertiban umum, dan yang ditangani / jumlah seluruh
perlindungan terhadap terhadap anak yang Perempuan dan lind k: 4 ek Kads X
Rvial te i Perlindungan perlindungan anak; asus kekerasan ter] p ana’
anak/ Kepolisian Pendidikan; Pengendalian yang dilaporkan x 100%
po Penduduk dan Keluarga
berencana; Komunikasi dan
Informatika; Kebudayaan;
(Misi II: Membangun
INTT sebagai salah
satu gerbang dan
pusat
pengembangan
pariwisata nasional
(Ring of Beauty
NTT)
Mendorong Pariwisata
Daerah menjadi leading Pertumbuhan PDRB pada
sector pembangunan sektor Sekunder dan Tersier
ekonomi NTT
Perangkat Daerah dengan
Meluasnya Peranan Kontribusi Lal?a.nga - Urugen : Pariwisata; i Jumlah Kontribusi PDRB dari
" . usaha Penyediaan Perdagangan; Perindustrian;
Pariwisata Daerah bagi X . ... |lapangan usaha Penyediaan
A Akomodasi dan Makan BPS Perhubungan; Komunikasi # 1
o o Minum terhadap dan Informatika; Koperasi, NEEMIRAN. e 49 Minem/
» ] 0,
kesejahteraan masyarakat PDRB Usaha Kecil dan Menengah; Jumlah PDRB x100%
Kebudayaan
e ooy Jumlah Kontribusi PDRB dari
be 8 lapangan usaha perdagangan
sar dan eceran BPS
terhadap besar dan eceran/
PDRB Jumlah PDRB x100%
o i g Jumlah Kontribusi PDRB
eomery 4 BPS lapangan usaha jasa lainnya /
vl Jumlah PDRB x100%

Memperkuat sektor-sektor
ekonomi daerah dengan
memanfaatkan
berkembangnya pariwisata
NTT

Pertumbuhan industri kecil
dan lapangan usaha Primer

R



INDIKATOR KINERJA

MiIsI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN STRATEGIS UTAMA SUMBER DATA | PD PENANGGUNG JAWAB KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8
W Portumbalien Perangkat Daerah dengan Jumlah Kontribusi PDRB dari
Menguatuya sektor-]scktor pektor Urusan : Pariwisata; lapangan usaha
FEies. Semotyt pe / perkeabur BPS Kelautan dan Perikanan; pertanian/perkebunan, kehutananj
Mthiukung e | s Pertanian, Kehutanan; dan perikanan/Jumlah PDRB
priwisata dnereh pe Perdagangan; Perindustrian |x100%
Perangkat Daerah dengan Jumlah Industri RT Tahun n-
Menguatnya peranan IKM i . T
dan UKM dalam Pertumbuhan IKM dan| BPS / Dinas ;’e‘c‘;“;‘mﬁf‘n:ﬁ g ‘/’“m"‘h TG Tt 11
asbnsonpesdmiorrpmmilill i Perindustrian | onaman Modal; Tenaga  |Jumlah Industri RT s/d Tahun n
Pariwisata Daerah Kerja %x100%
Misi III:
Meningkatkan
ketersediaan dan
kualitas
infrastruktur untuk
mempercepat
pembangunan
Meningkatkan kinerja Jumlah dan % Infratsruktur
pelayanan dan pembangunan |ke-PU an dan Perhubungan
infrastruktur dan tata ruang |dalam kondisi baik
Meningkatnya % Panjang Jalan gerﬁ‘;ika::: I;:g:;gi’; 7 panjang Jalan Provinsi kondisi
Pembangunan jalan dan |Provinsi dalam kondisi [ Dinas PUPR den Pen;i Ruang: baik dan sedang / 3 Panjang jalan
jembatan mantap Perhubungan & provinsi x 100%
Meningkatn Perangkat Daerah dengan
o ru)::x irigasi dan Luas areal layanan Dinas PUPR / |Urusan : Pekerjaan Umum |Luas tanam/ jumlah kali tanam
pe ang A irigasi Dinas Pertanian (dan Penataan Ruang; pada daerah ber irigasi tekhnis
infrastruktur pengairan Pe. 5
fid i P jaringan irigasi dalam
Rasio kinerja jaringan | Dinas PUPR / k::ﬂ;:igﬂ ik / total jari iriga il
irigasi Dinas Pertanian X 100% Lo
" volume ketersediaan air baku /
SAslo koternedinan dant o pipg volume kebutuhan air baku X
kebutuhan air baku 100%
Dinas Perangkat Daerah dengan
Meningkatuys Aksos Perumahan dan [urusan : Perumahan Rakyat Jumlah KK Masyaraket
Masyarmiont teshadap % Rumah layak huni |Pemukiman, dan Kawasan Permukiman; Berpenghasilan Rendah yang
Perumahan layak air 4 4 N ' {memiliki rumah / jumlah total
Dinas Sosial Lingkungan Hidup;
minum dan sanitasi P MBR X 100%
Nakertans Transmigrasi;
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MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN STRATEGIS mnm;,rorm man SUMBER DATA | PD PENANGGUNG JAWAB KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8
Dinas Sosial,
% KK yang mendapat | Dinas PUPR, it BT yuing mendagt
lay air bersih / Ditas layanan air bersih / jumlah RT
f etk Pegiiig) dan yang membutuhkan air bersih X
il 100%
Terwujudnya perumusan Perangkat Daerah dengan Jumlah regulasi tata ruang yang
dan pelaksanaan ki mﬁgxﬁm&mg Dinas PUPR, |Urusan: Pekerjaan Umum |diundangkan / Jumlah
kebijakan bidang J:n'g] " Bappeda dan Penataan Ruang; kebutuhan regulasi mengenai tata
penataan ruang Pertanahan. ruang
Perangkat Daerah dengan Jumlah RT yang memiliki akses
Terlaksananya PereePa® | Rasio Elektrifikasi Dinas ESDM [Urusan : Energi dan elektrifikasi / jumlah seluruh RT
pembangunan elektrifika Sumberdaya mineral; X 100%
Terlaksananya Percepatan Perangkat Daerah dengan
Pembangunan Jumlah terminal, Dinas urusan : Perhubungan; lal inal
Infrastruktur darat, Laut |Dermaga dan Bandara | Perhubungan |Pekerjaan Umum dan e e Gannt
dan Udara Penataan Ruang.
Menjamin terpenuhinya
aspek kelangsungan Indeks kualitas lingkungan
lingkungan hidup dalam hidup
pembangunan
Dinas
Meningkatnya kualitas Indeks kualitas Kehutanan dan mgk.aiDaemh denlg?;l |
lingkungan hidup daerah |lingkungan hidup Lingkungan Keh 2 TN P
Hidup ehutanan.
[Misi IV:
IMeningkatkan
kualitas sumber
|daya manusia
Mewujudkan Kualitas
Sumberdaya Manusia NTT Indeks Pembangunan
yang tinggi dan berdaya Manusia (IPM)
Meningkatnya derajat Dinas Pu::nmgkfg“l .mh’ i de, & Jumlah penduduk yang dapat
pendidikan masyarakat |Angka Melek Huruf Pendidi Persstin A Kehut.:la - membaca / jumlah seluruh
NTT o sﬂ:’pal R yaan; | oenduduk X 100%
Angka perkiraan lama hidup rata-
ﬁmﬁmﬁfﬁﬁt Angka usia harapan Dhins Kesshintad Perangkat Daerah dengan rata penduduk dengan asumsi
NTT o hidup urusan : Kesehatan; Sosial |tidak ada perubahan pola
mortalitas menurut umur
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INDIKATOR TUJUAN PD PENANGGUNG JAWAB KETERANGAN
ing} " Perangkat Daerah dengan
Mend idil mfa :em"ﬂ]t t |Angka Melek Huruf Dinas urusan : Pendidikan; Jumlah penduduk yang dapat membaca /
I?I'r 4 Pendidikan |Perpustakaan; Kebudayaan; |jumlah seluruh penduduk X 100%
Sosial.
; " Angka perkiraan lama hidup rata-rata
ll\:[emhnagtk:mya dcra_]]at t Angka usia harapan Ditias Kesetitai Perangkat Daerah dengan penduduk dengan asumsi
N’i‘l‘se R Iasy hidup urusan : Kesehatan; Sosial |tidak ada perubahan pola mortalitas menurut
umur
Perangkat Daerah dengan
. Urusan : Kepemudaan dan
Meningkatnya kualitas - g . S
2 Jumlah Asosiasi Dinas Pemuda |Olahraga; Tenaga Kerja; o "
Pemuda din I'(uaNllx't:s Pemuda dan Olahraga |Sosial; Transmigrasi, Jumlah Asosiasi Kepemudaan yang aktif
angkatan kerja Ketentraman, Ketertiban dan
Perlindungan Masyarakat.
Laju pertumbuhan Dﬁ;gﬁ” Produk Domestik Regional Bruto/
PDRB per tenaga kerja Transmigrasi Jumlah tenaga kerja x100%
Jumlah asosiasi Dinas Pemuda i ¢
olahraga dan Olahraga Jumlah Asosiasi Olahraga yang aktif
Bir yang
efektif, efisien, akuntabel Indeks K
dan memberikan pelayanan .
Terwujudnya Reformasi ) Penilaian Kementerian Penggunaan Aparatur
Birokrasi di Daerah g‘.:;l‘;‘:f”m”‘ Biro Organisasi [orr ! e BaLl aerah |\ oara dan Reformasi Birokrasi terhadap upaya
Provinsi NTT Reformasi Birokrasi
Meningkatnya Seluruh Perangkat Daerah  |Penilaian Kementerian Pe
ilitas Kineri ilai SAKT " o nggunaan Aparatur
Akunu_ablhtas a e g Biro Org; S!Provinsi NTT Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap SAKIP
Pemerintah Daerah
. L antara 25 - 100 caka hasil penilaian tersebut diatas dikoaveraik
xemngk;myi Kualitas Indeks Kepuasan Biro Organisasi Seluruh Perangkat Dacrah | dengan adlai dasar 25, dengan rumus sebagal berilut:
Y Bpaca masyarakat 8 Provinsi NTT TKM Unit Pelayanan x 25
masyarakat
1,00 = -
178~ r
- 1 -
Meningkatnya kepatuhan il i s g
dalam administrasi c Seluruh Perangkat Daerah penvaian opa yaos dikeluarkan oleh Badan
haan 3 Opini BPK BPPKAD Provinsi NTT Pemeriksa Keuangan terhadap laporan
gzzrg:h euangan keuangan Pemerintah
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MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SABARAN STRATEGIS Il’bmn‘l.‘: R| lml A ERIA SUMBER DATA | PD PENANGGUNG JAWAB KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8
meningkatnya kualitas Penilaian Laporan
penyelenggaraan urusan |Nilai LPPD Pem 31:0 i gclé\:rmu:: :e;rmskat Daerah Penyelenggaraan Pemerintahan
pemerintahan daerah

Daerah oleh Depdagri

b GUBENUR NUSA TENGGARA TIMUR, !\

# VIKTOR B

TILU LAISKODAT

w



LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : &2 TAHUN 2018
TANGGAL : (§ tecevper 2018

FORMAT INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN (...nama PD...)
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Nama
PP
Tugas 1.......
Fungsi - S
3. dst
No. Sasaran strategis Indikator Kerja Bidang Urusan Unit PD Sumber Keterangan

Utama PD Penanggungjawab Data

Sasaran Renstra |Sasaran RPJMD yang

PD

diacu

Kepala PD Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Nama Kepala PD
Pangkat/Gol Ruang
NIP

v GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR/

A VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT
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LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR  :$3 TAHUN 2018
TANGGAL : (@ DecemPer 2018

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA PD
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KOP INSTANSI

KEPUTUSAN KEPALA (nama PD ..... ) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : ....ccceenneeee
TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN (.nama PD )
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPALA (nama ..PD..) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang . bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur
Nomor ... Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja
Utama Pemerintah Daerah Tahun 2018-2023,
perlu menetapkan Keputusan Kepala (nama PD)
tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan

(nama PD);
Mengingat : 1.
By s
< T b
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan (.nama
PD.) Provinsi Nusa Tenggara Timur.
KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU merupakan acuan
ukuran kinerja yang digunakan oleh (.nama PD.)
Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam
menetapkan rencana kinerja tahunan,
menyampaikan rencana kerja dan anggaran,
menyusun dokumen  penetapan  kinerja,
menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta
melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai
dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra)
(..nama PD.) Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tahun .......
Y



KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang,

pada tanggal 2018
Kepala ...... (nama PD)

Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Nama Kepala PD
Pangkat/Gol Ruang
NIP

b GUBERNUR NUSA GGARA ’I‘IMUR,}

A VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT



